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APRPSTRAK

alam pelaksanaan pembangunan tidak terhindarkan terjadinya kon-

11k pemanfaatan sumber daya alam, vang disebut dengan sengketa

ingkungan. Oleh karena itu menarik untuk diteliti dan dibahas

enyebabh terjadinya sengketa, bentuk sengketa yang terjadi, hu-

um pasitif yang mengatur penyelesaian sengketa dan bagaimana pe-

arapannya dalam menyelesalkan sengketa lingkungan di Kotamadya

aerah Tingkat ITI Padang. Tujuan dari penelitian ini memberikan

lternatif pemikiran dalam menyelesaikan sengketa lingkungan anta-

a hukum positif vang mengaturnya dengan praktek penyelesalannya

i Eotamadya Daerah Tingkat II Padang.

epelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan

engutamakan data sekunder. Kemudian dianalisis secara deskriptif-

malitis,

ierdagarkan hasl]l penclitian dapat diketahui bahwa penyelesgaian

wmngketa lingkungan di Fotamadya Dacrah Tingkat 11 Padang dilaku-

;an melalui neon litigasi. Hanya saja dalam praktek penvelesaian-

iwva helum sepenuhnya menurut Pasal 20 ayat {(2) UULH dan penjelas-
innya. i zamping itu heodaknya dimungkinkan untok ditumbubkem-=
iangkan mediasi lingkungan sebagail alternatif lain untuk penyele-

jalan sengketa lingkungan melalul non litigasi di masa mendatandg.



I. BEERDAHULUAN
Kebhijaksanaan nasional vang dituangkan dalam Ke-
tetapan MPR RI Nao, II/MPR/1992 tentang Garis-garis
Besar Ilaluan Hegara scmakin konsisten untuk memantap-
kan pembangunan nasional berkelanjutan yang berwvawas—
an lingkundgan, yaknl pembangunan yang dilaksanakan
schantiasa mempertimbangkan unsur lingkungan hidup.
Adapun garis kebijaksanaan nasional vaog dimak-=
sad antara lain =
-~ Bab IT huruf A menvebutkan :
Pembangunan nasional menghenﬁaki keselaragan hubung-
an antara manusia dengan Tuhannya, antara secama
manusis dabh diantara manusia dengan lingkungan alam
sckitarnva;
= Balh IV BEFELITA VI, Bidang Ekonomi angka 1B, menyes=

hutkan =

a, Penbangunan lingkungan hidup bertujuvan meningkat=

kan mutu, mamanfaatkan sumber daya alam secara
herkelanjutan, merehabilitasi kerusakan lingkung-
ar, mengondalikan pencemaran, dan meningkatkan

kualitas lingkunagan hidup:

b. Sumber daya alam di darat, di laut maupun di uda-
ra dikelnla dan dimanfaatkan dengan memelihara
kelestarian fungsi lingkungan hidup agar dapat
mengembangkan dayva dukung dan daya tampung ling-
kungan vang memadai untuk memberikan manfaat ba-
a1l sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik bagi
generasi masa kini maupun bagl generasl masa de-
Pan.,

Upaya mercalisir pelaksanaan pembangunan yang ber-
wawasan lingkungan tersebut, bukanlah pekerjaan yang mu-

dah. Pembangunan yvang dilaksanakan senantiasa menimbul-
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V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk dan Peoyebab Sengketa Lingkungan DI Eeota-

madva Daerah Tingkat 11 Padandg

Berdasarkan data yang dipernleh,ﬁ} diketahul
hanya satu kentuk sengketa lingkungan yang terjadl
di Kotamadva Daerah Tinngkat II Padang, vakni sengke-
ta lingkungan keperdataan. Sengketa lingHungan ini
terjadi karena adanya kegiatan suatu Badan Usaha
FPeruaahaaﬂ} vang mengeluarkan limbah ke saluran air
yvang dipergunakan aleh orang lain untuk usaha perikan-
an, Limbah yvang dikeluarkan terscbut menimbulkan aki-
hat matinya sejumlah ikan yang terdapat dalam tambak
Jkolam ikan yang diusahakan oleh warga masyarakat.
Hal ini menimbulkan kerugian bagl warga masyarakat
pengusaba ikan, sehingga mengajukan tuntutan ganti
rugl kepada pihak vyang mencemarkan/smengeluarkan lim-—
hah, Hal inl dijamin oleh Pasal 20 ayat (1} U Ho, 4
Tahun 1982 vang menychutkan =
"Barang siapa merusak dan atau mencemarkan ling-
kungan hidup meomikul tanggung jawabh dengan kewa-
jiban membayar ganti kerugian kepada penderita
vang telah dilanggar haknya atas lingkungan hi-

dup yang balk dan sehat".

%, Gambaran Sinakat Kasas Lingkungan Yang Terjadi

Fada dasarnya bentuk sengketa lingkungan yang
terjadl dapat dikelompokkan menjadi dua atas dasar
kriteria waktu terjadinya peristiwa dan penyelesalian-
nya, Sedangkan penysbab dan akibat yang ciderita ada-

lahh sama,

Ejﬂaqian Lingkungan Hidup dan Baglan Hukum Kantor
Walikotamadwra EDH Tingkat I1 Padang,
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Mediatornya harus orang=orateg yang mempunyai keda-
laman hukom lingkungan yang didokung penguasaarn
pengetahuan Llmu lingkungan, ilmu=-ilmu sodial dan
1lmu-ilmu penunjang lainova,

Jika perlu, pemerintah dapat menctapkan dalam pera-
turan perundang-undangan tentang kualiflkasi yang
harus dipenuhl untuk bertindak sebagal mediator;
Unzur aparatur//pelabat pemerintah baik tipgkat pu-
gab maupun di daerab hendaknya memberi dukungan se-
penuhnva untuk tumbuh dan berkembangnya mediasi
linakungan sebagai alternatif penvelesalan sengke-
ta lingkungan, i samping penvelesaian gangketa
lingkungan melalui non litigasi menurut Pasal 20

avat () UULH dan penjelasannya.

« PERUTUPR

Kasimpulan

1, Dalam pelaksanaan pembangunan tak terhindarkan
terjadinya konflik dalam pemanfaatan sumber da-
ya alam yvang lebih dikenal dengan sengketa ling-
mungan.

2. 8englketa linakungan yang terjadi di Kotamadya
Dacrah Tingkat II Padang Jdisebakbkan adanya kegi-
atan Badan usgsaha vang nangeluarkan limbah pence-
maran, sehingga anggoeta warga masvarakat dirugi-
kan, HBentuk sengketa lingkungan ini adalah sena-

kota lingkungan keperdataan,
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3. Penyelesaian sengketa lingkungan keperdataan

Lk

vang terjadl di Kotamadya Daerah Tingkat IT Pa-

dang melslul nmen litigasi. Pelaksanaan penyele-

saiannya dijiwai oleh Pasal 20 ayvat (2) UULH
dan penjelasannya, tetapl tidak disertal dengan
dibentuxnya lembaga tim tripihak sebagaimana di-
maksud aleh penjelasan Pasal 20 ayat (2) UULM,

Hukum lingkungan dalam mengstasi masalah pence-

e —— e

Pt PSS e e

Langan pada gumberava dan prlnsip eegah henti/

tangkall.

H., Saran—-=sararn.

Pemerintah daerah hendaknova meningkatkan kKetangs=
gapan untuk segera bDertindak terhadap peristiwa
peaocemaran yvang terjadi, scbab kelambanan dalam
bortindak aXan menycbabkan tidak optimaloya pe-
nolurusan/penvelidikan penvebalb pencemaran dan
hamarnya kKeruglan yvang terjadi, sehingga akan
merezahkan pihal yang dirugikan.

¥Kehadiran peorsturan perundang=undangan yang mon-
jabarkan Pasal 20 ayat (2) UULH dan penjelasan-
nya mutlak segera diwujudkan. Di samping ituo
hendaknya dimungkinkan ditumbuhkembangkan lemba-
ga mediasi lingkungan sehagail altermatif lafn
dalam penyelegaian sengketa melalui non litiga-

i i Indonesla.
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